A . . <
. A

a L e - "
S R ST
'l( I.
EEY a

,.'w

’u_uupAi-Tiu_, o BﬁNK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT DESA
by, o *55 KABUPATEN DnERAH TINGKAT 11 KﬁRANGﬁNYAR
ooy W g

.- \ e o = Vo .
. . ) ) e ] DT ~ o
N ) . " . e
— . 1 o .
Ty . . R / o \! <
o PR Z wnod t
L '. vl U -
Y ety - .
O T - » U
PR L :
LS RN N
Ly : G TR . -
= : ° R L
k [ e L : PR o
. - . 8 (. S
J l " -
O iy N L
: - - [N
) ~ - °
1 - R

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

,'7 NOMOR z 1AHUN199@

e . ate Yyl
: PRSI . e

M{J@7 £,({f« v TENTANG '.M:;,35f13-f'jf"f_‘§ﬂ‘

v N B

PERUSAHQAN DAERAH

o oL ! JERE MY

DENGQN RAHMAT TUHQN YANG MAHQ'ESQ

}i.‘;T*ﬁf”fﬁf “BUPQTI KEPALA DAERAH TINGKAT II KnRﬁNeaNYaR '>;;gc [?"

E‘ 7 Menlmbang "ké

S
S
B
l Sl
B SN2
T
o
3
Sl
B SRR
NI e
W I ) )
- s
= - LA
P S
b i s

f’bahwa- untuk maksud t

vandang undang Nomp

bahwa Peraturan Pemerlntah Nomor ?1 Tahun 1992

Bank Perkredltan Rakyat dan - Peraturan Menterlz-/
.,Dalam Negerl Nomor 4. Tahun 1993 tentang Perusa-
- haan Daerah . Bank . Perkredltan Rakyat
: Lembaga/Badan/Bank Perkredltan milik - Pemerlntah
ﬁDaerah bentuk hukumnya menjadl Perusahaan. Daerah
- Bank - Prekredltan Rakyat .oleh” karenanya Badan
}Kredlt ‘Desa _yang. - d1d1r1kan dengan Keputusan‘
V?Bupatl Kepala Daerah Nomor 581/161/Thm 1985 -ten

tang Pendlrlan Badan Kredlt Desa perlu d1sesua1~

-

S kanf dengan Peraturan Perundang~undangan yangrm
:berlaku~"‘ z

LN RIS o . SN

e

Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan

'«m;{. R v Y-'

.',7-.

‘Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tantang Pemben~.  1 -
- tukan . Daerah- daerah Kabupaten Dalam- U1ngkungan N
: Prop1n31 Jawa Tengah~‘ : . T

T~

\Undang uﬁdanngomor 5 Tahun 1962 tentang Perusa~
,‘3haan Daerah. (. Lembaran Negara“: Tahun_ . 1962 Nomon
ﬁle Tambahan Lembaran Negara Nomor 238? ),

s

y -.“,’/

8 Undang~undang NomonA;ZrTahun 1992 tentang Per--
“dbankangf( I,embaran Negara Tahun 1992 Nomor 31

-l

S ahun 1974 tentang Pokok- ﬁ\l

Qﬁ ff’ﬂ'“ivzﬂ_ ; : 5 Peraturan .;.5. (

1ﬁbahwa berdasarkan Instruk51 Menterl Dalam Negerl f.i‘

,Menterl Dalam'Negerl Nomor 4.:Tahun 1993 tentang\;J

..Perusahaan Daerah Bank- Perkreditan Rakyat perlu ’
J mengubah: bentuk “hukum Badan Kredlt Desa menJadl'
" Perusahaan . Daerah Bank Perkredltan Rakyat Badan

Q'Kredlt Desa-'ﬂ Ea :

ebut ‘perlu’ d1atur danf?"f“‘
’dltetapkan dengan Peraturan Daerah.. FOEEs [




g
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang

Bank Perkreditan Rakyat ( Lembaran Negara Tahun
1992 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor

3504 )5

8.

 Menetapkan . :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993

“tentang - Perusahaan ' Daerah Bank Perkreditan

Rakyat;'

'Keputusan Menteri Keﬁéngan Nomorv221/KMK.017/1993
- tentang Bank Perkreditan Rakyat; ‘ :

Keputusan ‘Menteri  Dalam Negeri Nomor GO‘VTahuni

1995 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusa—
haan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

'_Dengan PersetuJuan. Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten
»Daerah Tlngkat II- Karanganyar

o

M EMU T U S K A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II,
" KARANGANYAR TENTANG®  PERUSAHAAN DAERAH  BANK
. PERKREDITAN = RAKYAT BADAN KREDIT DESA KABUPATEN

- DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

v BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

»Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan’

,a;bDaerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II

Karanganyar; -

“b{ Pemerintah Daerah adalah Pemerlntah Kabupaten‘

“Daerah Tingkat II Karanganyar;
c.. Gubernur Kepala Daerah adalan Gubernur Kepala
. Daerah Tingkat I Jawa Tengah,

d. Bupati Kepala Daerah adalah Bupat1 Kepala

Daerah Tingkat II Karangayar;

e. Perusahaan Daerah Bank Perkredltan Rakyat

Badan  Kredit Desa adalah Bank Perkreditan
Rakyat milik Pemerintah Daerah yang modalnya
“baik .seluruhnya  maupun sebagian: -merupakan

kekayaan . Daerah yang d1p1sahkan, yvang ‘selan-

. jutnya disingkat PD. BPR BKD; v
Direksi adalah Direksi PD. BPR BKD;

h
.

-g. Dewan Pengawas adalah Dewan - Pengawas.

PD.BPR BKD; ,
h. Pegawa1 adalah Pegawa1 PD BPR BKD.

BAB ”11 i

PERUBAHAN BENTUK HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2 ...



Pasal 2

Badan Kredit Desa vang d1d1r1kan dengan Keputusan
Bupati - Kepala Daerah Nomor 581/161/1985 dlubah
bentuk hukumnya menJad1 PD BPR BKD T

' pasal 3

(1) PD. . BPR BKD ,sebagéimana' dimaksud 'Pasal 2
Peraturan Daerah ini berkedudukan di Ke-
& 1urahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar. ’

(2) ,PD. BPR BKD sebagalmana dimaksud ayat (1)
- Pasal ini membuka Kantor Cabang, = Cabang
Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelavanan di.
- Desa/Kelurahan dalam wilayah Daerah sesuai
~dengan ketentuan peraturan perundang~undangan_
yang berlaku. .

BAB IIT
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal; 47  ,
PD. BPR BKD sebagalmana dimaksud Pasal 3 Pér;
~aturan Daerah ini- ‘dalam melakukan usahanya bera-

zaskan Demokras1 Ekonoml dengan prxnslp kehat1~
hatlan. ,

Pasal 5 pv
(1) PD. BPR BKD - dldlrlkan dengan maksud dan
- ctyjuan untuk membantu dan mendorong. pertum-
buhan perekonomian dan pembangunan Daerah di
segala bidang serta sebagal salah satu sumber

pendapatan -daerah dalam rangka menlngkatkan
‘taraf hidup rakyat. S

(2) Mendorong pengembangan usaha produktif masya-~
o raket pedesaan dengan memberlkan bantuan
- modal usaha. : B
.Bas IV
_ TUGAS DAN USAHA
' Pasal 6 ,

PD. BPR BKD merupakan salah satu alat. kelengkapan
~Otonomi Daerah di bidang Keuangan/Perbankan dan
" menjalankan . usahanya -sebagai - Bank Perkreditan
Rakyat  sesuai dengan  ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yvang berlaku. ‘ _ :

Pasal 7
Untuk mencapai maksud' dan tUjuan sebagaimana
dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, PD. BPR
. BKD menyelenggarakan usaha-usaha antara lain:

.a. Menghimpun ...



Menghlmpun dana darl masyarakat dalam bentuky -
~Tabungan _dan Dep051to Barjangkas; . '

Memberikan kredit dan melakukan pemblnaan

~khususnya terhadap Pengusaha Ekonomi Golongan

lL.emah;

Melakukan . keraa sama antar PD. BPR BKD dan

“dengan Lembaga Perbankan - atau- Keuangan |
lainnyas

= Menaalankan'.usaha~usaha Perbankan lainnya

‘sepanjang tidak bertentangan dengan Perundang—}
jlundangan yang berlaku. ;

(1)

“Pasal 2 Peraturan  Daerah ini ’dlﬁetapkan“.ﬂ

(@)

. BAB V-
L MoDaAL
'  ‘ Pasal 8
Modal Dasar PD. BPR BKD sebagaimana dimaksud

‘sebesar Rp 300.000. 000 00 ( tiga ratus guta

‘rupiah).J

Modal dlsetor>PD. BPR BKD adalah sebesar Rp'

- 50. 000 000 oo (11ma puluh Juta rupiah).
(3)

'Modal PD. BPR BKD merupakan Kekayaan daerah»’

;-yang dlpisahkan. o

/g:(lj;

(@)

| Pasal '9 fl
Perubahan modal- dasar sebagalmana dlmaksud'
Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini d1te~
tapkan dengan Peraturan Daerah. T 7

Penambahan mOdal‘disetor’sebagaimana-dimakéud,

- Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini sampai

“dengan terpenuhinya Modal Dasar- ditetapkan
'dengan ‘Surat Keputusan Bupat1 Kepala Daerah

yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belan:a Daerah setiap tahunnya.

“BAB VI

KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN

(1)

aBagian_Pertama;

PD. BPR BKD dlplmpin oleh Dlrksl yang terdlrlg
dari seorang DBirektur atau lebih dan.

f'sebanyak banyaknya 2 (dua) orang D1rektur._

@)

Apablla Dlreksl terdr1 ‘atas 2 (dua) orang
Direktur, salah seorang dlantaranya dlangkat

v,sebagal D1rektur Utama._ﬂt

‘j“(3j 

,,Kepala Daerah mela1u1 Dewan Pengawas.

Dlrek31. bertanggung JéWab 'kepada- Bupati

(4) Anggota...



(4)

~atau jabatan Eksekutif lalnnya

(5)

(6)

(7)

(8)

J

Anggota D1rek81 dilarang merangkap pekerJaan

Anggota  Direksi bertempat t1ngga1 di tempat
kedudukan PD. BPR BKD. -

Antar sesama anggota Direksi dan atau angtara
anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas
tidak boleh : ada hubungan keluarga sampai
derajat ketiga baik menurut lurus maupun
kesamping termasuk menantu dan ipar.

Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimak-

sud ayat (6) Pasal ini terjadi setelah
pengangkatan, untuk melanjutkan. jabatannya
diperlukan izin tertulis dari Bupati .Kepala
Daerah. :

Anggota Direksi tidak boleh mempunyai Kkepen-
tingan pribadi baik secara langsung maupun
tidak langsung pada PD. BPR BKD atau Badan-
hukum / perorangan yang d1ber1 kredit oleh
‘PD. BPR ‘BKD. - :

Pasal 11

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi
adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi

a'

(1)

(2)

(3)

- persyaratan sebagai berikut :

Memiliki keahlian di' bidang Perbankan,
sekurang~-kurangnys 1 (satu) tahun dalam opera-
sional Perbankan; :

Mempunyai akhlak dan moral yang baik;

Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
Tidak terlibat baik secara langsung - maupun
tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan
kepada Negara; .. :

Tidak dicabut. hak - pilihnya berdasarkan
Keputusan Pengadilan;

Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 12

Anggota D1reks1 d1angkat oleh Bupati Kepalsa
Daerah - atas usul Dewan Pengawas untuk masa
"jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan
dapat diangkat kembali setelah masa jabatan
dimaksud berakhir. ' :

Sebelum Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah
“tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetap-
kan, terlebih dahulu%dimintakan pertimbangan
dari Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

kan keterangan/identitas dari calon Anggota

Direksi yang bersangkutan berupa : .

a. Surat Keterangan Bupati Kepala .Daerah
tentang tidak ada hubungan dengan keluarga

sebagaimana ....

—— —

Setiap permintaan pértimbangan sebagaimana - :
dimaksud ayat..(2) Pasal ini, disampaikan
kepada Kepala Cabang Bank Indonesia d11amp1r—ﬂj-



s

sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (6)
Peraturan Daerah ini;

“b. Surat Keterangan lulus butuh dari Instan~
si/Lembaga dimana yang bersangkutan beker-
ja, apabila caldn berasal dari luar

_ Pemerintah Daerah dan atau PD. BPR BKD;

-¢c. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat
pendidikan dan pengalaman kerja;

d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP3) dari Instansi yang bersangkutan atau
keterangan dari Instansi calon vang
meliputi loyalitas, disiplin, tanggung
jawab,; kejujuran dan kepemimpinan.

(4) Kepala Cabang Bank Indonesia berdasarkan data
yang ada, memberikan pertimbangan tentang
dapat/tidak dapat diangkat calon Direksi yang
diusulkan sebagai Anggota Direksi. ,

(5) Bupati Kepala Daerah setelah menerima pertim-
bangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia
segera menerbitkan Surat Keputusan Bupati -
Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota
Direksi. ' - .

Pasal 13
(1) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi

dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh
Bupati Kepala Daerah. -

.(2) Sefiap pengangkatan Anggota Direksi PD.BPR

BKD diberitahukan kepada Gubernur Kepala
Daerah c.q Assisten Sekretaris Wilayah/Daerah-
~Tingkat I Jawa Tengah Bidang Administrasi
Pembangunan, Menteri Dalam Negeri c.q Direk-
tur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi
- Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia
setempat.

; v Pasal 14 .
Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas
Direksi ‘ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah
setelah mendengar pendapat. Dewan Pengawas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan yvang
berlaku. ' |

Pésal 15

(1) Direksi mengurus kekayaan PD.BPR BKD.

:(2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai

berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD.BPR BKD.

(3) Direksi menetapkan Susunan Organisasi dan
Tata Kerja PD.BPR BKD dengan Persetujuan
Bupati Kepala Daerah setelah mendengar Per-
‘timbangan Dewan Pengawas, sesuai- dengan
‘ketentuan peraturan perundangan yang berla-
ku. ’ '

Pésal 16 ...



Pasal 16

(1) D1reks1 mewakili PD.BPR BKD d1 dalam maupun
-~ diluar Pengadilan.

(2) Apabila dipandang perlu, Direksi dapat menun-
- juk -seorang kuasa .atau lebih untuk mewak111
PD. BPR BKD sebaga1mana d1maksud ayat (1)
Pasal 1n1. »

Pasal 17

Direksi Berdasarkan persetujuan Bupati Kepala
Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dapat
melakukan hal-hal sebagai berikut: :

a. Membukan Kantor Cabang, Cabang Pembantu,
Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai dengan
kebutuhan, berdasarkan ketentuan yang berlaku;

“b. membeli, menjual atau-dengan cara lain menda-
patkan atau melepaskan hak atas barang-barang
inventaris milik PD. BPR BKD sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

c. Menggadaikan barang-barang milik PD.BPR BKD.

Pasal 18

(1) Anggota Direksi berhent1 karena :
a. Masa jabatannya berakh1r,
b. Meninggal dunia.

(2) Anggota Direksi dapat d1berhent1kan oleh
~ Bupati Kepala Daerah, karena :
"a. Permintaan send1r1,, .
‘b. Melakukan tindakan yvang . merugikan
~ ‘PD.BPR BKD; R '
c. Melakukan tindakan atau bersikap yang
~ bertentangan dengan kepentingan Daerah
atau Negara; ,
d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia- tidak
dapat melaksanakan tugasnya secara wajar ;
e. Ditugasi jabatan lain.

Pasal 19

(1) Anggota Direksi ~ yang diduga me lakukan -
perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 18
ayat (2) huruf b, c¢c dan d Peraturan Daerah
ini  diberhentikan sementara oleh Bupati -
Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.

-{2) Bupati Kepala Daerah memberitahukan secara
tertulis pemberhentian sementara sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada yang
‘bersangkutan disertai alasan-alasannya.

.Pasal - 20

(1) Selambat-lambatnya 1 .(satu) bulan sejak
pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah
melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota
Direksi yang bersangkutan untuk menetapkan
‘apakah yang bersangkutan diberhentikan satau
direhabilitasi kembali:

(2) Apabila .......
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(2)"
‘ 'd1maksud ayat 1) Pasal ini “Dewan Pengawas
jbelum '.melakukan per31dangan, maka ‘ surat &
“pemberhentlan Qementara batal deml hukum

P
N~ ;

@

AR T

Apab11a dalam waktu 1(satu) bulan sebagalmana-

Apablla dlam per31dangan sebaglmana dlmakoudﬁv-ﬁ Lo

. ayat’. (1) Pasal ' ini - Anggota» Direksi yangr:~  :
;:bcrqangkutan t1dak ‘hadir, maka yang bmroang~,,.7,;. :
“kutan dianggap menerima keputuaan yang d1te~ S

tapkan oleh Dewa Pengawa g

i

Keputusan dewan Wengawas sebagalmana dlmaksud
ayat - (3) Pasal ini ditetapkan dengan ‘Suraf

 ‘Keputusan BupatllKepala Daerah, :
)fﬁpablla perbuafan yang dllakukan oleh ﬁnggotaf;,
- Direks _merupakan tindak pldana o maka i yang oo
‘.,hersangkutan dlberhentlkan ~dengan. - tidak
L hormdt_ S R e e e B B B o

| Pasal 21

“Anggota Direksi:yang diberhentikan, selambat-
i”lambatnya 15 (Lima: belas) ‘hari- snaak diteri-
manya Surat Keputusan Bupatl ~Kepala “Daerah -
‘tentang Pemberhentian, = dapat - ‘mengajukan .
“keberatan = ‘secara tertulis : kepada © Bupati
‘;Kepdla Daerah., {-“»,‘ci Sl i e T

’Selambat lambatnya 2 (dua) buldn segak dite~’
“rimanya permohohan keberatan, Bupati Kepala
- Daerah ~sudah -mengambil - kpputusah ‘apakah
~.menerima atau: mnnolak permohonan  keberatan

fdlmaksud. P e ‘ B

i Daerah"belum mengambll - keputusan . terhadap. .
,.permohonan keberatan,'maka “Surat Keputusan -
" Bupat1 Kepala daerah tentang. Pemberhentlan;
*'mempunyal kekuatan hukum yang Letap“ = ,

Apablla dalam waktu 2 (dua) bulan sebaga1mana;
dimaksud = ayat (2) Pasal ini, Bupati Kepala

|

Baglan Kedua
)

Dewan Pengawab:f ‘
: Pasal— 22

Dewan Pengawas menetapkan kebljaksanaan umum,,f '
. menjalankan pengawaoan dan pengendallan serta.

'?: ;pemblnaan terhadap PD BPR BKD.

@)

ﬁnggota _Dewan Pengawas sebanyak banyaknya

4 (empat)’,orang dan . sekurang-kurangnya
" 2 (dua) orang, salah seorang dlangkatysebaga1

3

?5'3Ketua Dewan Pcngawas,{

vDalam mengalankan Lugasnyd DéWén 'Pengawas '
'~bertanggung jawab - kepada_} Bupati- . Kepala
_;‘Q‘Daerah~ hv, B TR LN EU U R R, g

'~yantar Anggota Dewan Pengawas dengan ﬁnggora

Antar sesama Anggota ‘Dewan’ Pengawas dan' atau='

Dlrek51 “ e




O

©c. Tidak terlibat

f'€ DiEeks1' tldéki bdleh‘ada  hubﬁﬁgan 'keiuarga ; '
. sampai deragaﬁ ketlga, baik' ‘menurut garis

"“1urus maupun ke samplng termasuk menantu,edan
' 1par. B R : Sl e

' (5) Apablla hubungan keluarga sebagalmana d1mak~ 
' ‘sud  ayat (4) ! pasal ini teraadl’ sesudah

pengangkatan, maka ‘untuk melangutkan jabatan- .~
nya diperlukan 1;1n» tertulls darl_,Bupatli

'erpala”Déerah.u

: (éj"ﬁnggota Dewan’ Pengawas tldak boleh ‘mempunyaii:
_ L_kepentlngan ‘pribadi i baik. 1angsung ~.maupun:

Ctidak ‘langsung ‘pada PD.BPR BKD atau Badan
“ Hukum /Perorangan yang dlberl kredlt, oleh -

’npo BPR BKD.; _

-g",;hasa1{f23

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan‘ Penga-
. was adalah Warga Negara-. Indone<1a yang memenuhi‘

persyaratan sebagai berikut = :
“Mempunyali - pengetahuan . di- bldang Perbankan

“dedikasi, “aklhak- dan: moral yang baik - serta~f

“mampu menjalankan. keblaaksanaan Bupat1’ Kepala

Daerah dalam - ppmblnaan dan :, pengawasanf;'

. PD." BPR BKD;
vang tercela,'-Jag»

“tidak langsun terhadap setiap kegiatan
pengkhianatan kepada Negara-'

d. Tidak . dicabut! hak p111hnya5f bérdasarKaH

Keputusan Pengadilan—
e. Sehat Jasmanl dan rohan1.,‘f~a

Pasal

(1) Anggotai Dewan Pengawas d1angkat oleh Bupatl.
: Kepala. Daerah untuk masa Jabatan selama-

lamanya (tlga) tahun dan -dapat. diangkat
» kembali ~ se setelah ~masa- Jabatan j dlmaksud
' berakh1r.1  A R e oo , - .

u,:}, .
e

b. Tidak pernah meiakukan keglatan atau ;tlndakanff'~"

baik. secaralilangsungu maupun

t(z) sebelum menJalankan %UQas;, ﬁnggota " Dewan

" Pengawas d11ant1k dan diambil Sumpah Jabatan

'boleh Bupatl Kepala Daerah.s,m

H/

,dlberltahukan kepada. Gubernur Kepala - Daerah,

‘v,Menterl Dalam , Negeri cq. Direktur . Jendralm

i (3) Set1ap pengangkatan ﬁnggota Dewan_ Pengawas,«  

-'Pemerlntahan Umum . dan - Otonomi Daerah danff

Kepala Cabang Bank Indone51a seLempat.

, Tata Cara dan Tata Tertlb mengalankan tugas Dewan'
Pengawas dlteLapkaq oleh Bupatl Kepald Daerah._'

2 Pasal 2 e

t
s T
.‘Y B

1

,(l) Dewan Pengawas mempunyal wewenang pengawaoanj

terhadap kegiatan = pelaksanaan o tugas
PD. '‘BPR BKD. TS T

(2) Pengawasan..u.

i - . . s arr A




P ‘
dapat - membentuk sekretarlatg

untuk kelancaran'k' -
- PD.. BPR BKD.

Anggota,Dewan'Pengawas;berhent
a. Masa jabatannya berakh1r,,
b; Meninggal dunla*" :

?%oleh Bupatl Kepala Daerah kare
a. Permintaan send1r1, Ll
b Melakukan:~ t1ndaka'
ngD "BPR": BKD, ;,TJV* PR
T'Melakukan t1ndakanr atau bers1ka
bertentangan dengan kepentlngan‘
atau: Negara' “

.Anggota Dewan Pengawas yang dlduga; melakukanfﬁ
- perbuatan sebagaimana d1maksud Pasal 27 ayat.
- (2) huruf  b,c-dan d- Peraturan Daerah ini
Td1berhent1kan ,sementara oleh Bupatf /Kepalai

asecara%
sebaga1mana;
kepadafiyangb

;(satu) bulan seJak3

”Bupat1 Kepala Daerah‘

sudah melakukan’ 81dang yang d1had1r1 E
Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan g

“atau:




"~ paerah belum melaksanakan sidang, maka surat
.pemberhentian sementara batal demi hukum.

Ia(3)1§babxia5 dalam s1dang sebagalmana dimakgud_
' Cayat- (1) Pasal ini Anggota Dewan',Pengawas'
yang - bersangkutan tidak. hadlr, ‘maka _vang.

“bersangkUtan dianggap. menerlma keputusan yanq‘;ﬁV'

‘_dltetapkan dalam 31dang.

‘7ff(4):Keputusan7 sldang sebagalmana dimékéud“fayat  e
L (3) Pasal = ini, . ditetapkan dengan Surat . -

V,Keputusan Bupatl Kepala Daerah
S Pasal 30
) ﬁnggota, Dewan Pengawas yang dlberhenlean;
’»v»°e]ambat lambatnya A5 C 11ma belas ) hari

'sejak - diterlmanyav ‘Surat Keputusan = Bupati

- Kepala  Daerah tentang. Pemberhentlan,‘,dapatf
mengajukan kebqratan secara L&rtulls kepadaf
;Bupatl Kepala: Daerah. o : P

’:(2)'Selambat lambatnya 2 (dua) bulan segak dltewu‘;
: rimanya’ permohonan keberatan, Bupati Kepala
-Daerah  sudah ‘mengambil . keputusan apakah'
. menerima atau menolak permohonan keberatan
‘dlmaksud. - e :

:'(S)lﬁpablla dalam waktu 2 (dua) bulan sebagalmanaﬁb
o dimaksud ayat (2) Pasal ini, Bupatl Kepala
" Daerah belum ‘mengam,bil keputu Lerhddap

keberatan, maka Surat Keputusan Bupatl Kepala .

Daerah  tentang Pemberhentlan ~mempunyai
' kekuatan hukum yang Letap., R

Baglan Ketlga
Kepegawalan dan Penghasllan

Pasal 31
,”Ketentuan tentang Kepegawalan PD BPR BKD diatur .
.i-oleh Direksi dengan Persetujuan Bupatl Kepala
:xDaprah atao pertlmbangan Dewan Pengawas- e
S R i Pasal 32 S

‘F'(l) Pengha311an Dewan D1rek31 dan Dewan Pengawas
: ditetapkan oleh Bupatl Kepala -Daerah. atas’
lblaya PD BPR BKD. : RS LI DR

S (2) Peraturan Ga31 jegawal d1teLapkan oleh Dlrek~g '

sl dengan persetujuan Bupatl Kepala' Daerah

atas pertlmbangan Dewan Penqawas.
, e BAB VII ‘ ‘
v  DANQ PENSIUN DAN TUNJQNGAN HARI TUA }

| ‘ jf Paqal 33 o

"(1) PD. BPR BKD waalb mpngadakan Dana Pens1un dan:

TunJangan ......



-TUhjangah Hari Tua - bagi Direksi dan Pegawai

yang merupakan kekayaan PD.BPR BKD vyang

. dipisahkan.

(2)

Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagai-

" mana ‘dimaksud ayat (1) Pasal ini  bersumber. -

dari :

~a. Iuran Pensiun dan Tungangan Hari Tua dari-

(¢j
(@

’(4”)

~Direksi dan Pegawal PD.BPR BKD;
b. Bagian dari Dana Kesejahteraan;
c. Usaha~usaha lain vang sah.

| CBAB VIII
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN -
Pasal 54 |
Seiémbat~i&mbétnya  (satu) bulan sebelum
tahun = buku berakhlr,‘ Dlreksl ‘menyampaikan

Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD.BPR BKD
kepada Dewan - Pengawas untuk - mendapat

.pengeSahan..

Apabila sampal dengan permulaan tahun bUku4'

- Dewan - Pengawa tidak mengemukakan keberatan, .

maka Rencana Kerja Tahunan ‘dan Anggaran

o PD BPR BKD dlnyatakan berlaku.

Setlap perubahan Rencana KerJa Tahunan _dan
“Anggaran PD.BPR BKD vang tergadl dalam - tahun

buku yang bersangkutan, harus mendapat perse-

,tuguan Dewan Pengawas.

Rencana Kerga Tahunan dan ﬁnhggaran PD.BPR

. BKD yang . telah mendapat pengesahan' Dewan

" Pengawsas, disampaikan kepada Bupati  Kepala

. Daerah - dengan tembusan kepada Kepala. Cabang

1y
(2)

Bank Indones1a setempat.
.BAB‘IX :
TAHUN BUKL DéN PERHITUNGAN TﬁHUNéN

”Pa$ai 35_

Tahun Buku PD. BPR BKD adalah Tahun Takwlm~

Selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah
berakhir tahun buku, Direksi  menvampaikan
perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca.

 fw,dan‘Perhitungan Laba/Rugi vang telah diaudit

3

oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan
diteruskan kepada Bupati Kepala Daerah untuk
mendapat pengesahan

Neraca dan Perhitungan Laba/Rug1 ‘sebagaimana
dimaksud ayat (2) Pasal ini dltanda tangani
oleh Direksi .

(4) Neraca ....

- — o onr



: yang disah~‘
,,,y;kan ‘oleh Bupatl Kepala Daerah memberi pembe- .
'3ﬂ]basan tanggung JaWab kepada Dlreks1~»:ft e

_Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi

: I

M!,fg5J>Dlreks1 wa31b membuat Laporan Tahunan tentangff\ff? .

y perkembangan: ‘usaha PD.BPR BKD yang “telah oo -
. disahkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk-
.jfffd1sampa1kan : kepada Bupat1 Kepalafj Daerahfﬂ,'
. dengan’ tembusan kepada Gubernur ‘Kepala Daer%fgﬂg
ahg Menterl Dalam Negeri: cq.y Direktur ~Jen- 1
ideral: Pemerlntahan Umum dan Otonomi Daerahj,

&

ﬁdan Kepala Cabang Bank?Indonesla\setempat,‘Ev;hji

1  ;01reks1 waalb mengumumkah‘Neraca?dan Perh1-ff“"
- tungan . Laba/Rugi | Tahunan yang telah dlsahkan,*a
,pada papan penguTuman“PD -BPR BKD. :

| BaB X
pENETnpAN DAN PENGGUNAAN LﬁBﬁ BERSIH

Pasal 36

: fLaba ber31h PD BPR BKD yang‘ﬁ elah dlsahkanff”
, jo1eh Bupatl Kepala Daerah setelah dlpotongﬁiﬁ
'pajak pembaglannya’i dltetapkan sebagalfVP
'jberlkut 2 Y e e}
” Baglan labaX untuh Pemerlntah Daerah]‘*‘“”~
J;,.f40 ¢ empat puluh persen) o

b adangan Umum - 20"

% (dua puluh persen)f e

¢. Cadangan TUJUah b '20'% (dua puluh persen) « = °
_d. Dana Kesejahteraan 10-% ( sepuluh persen )
“.e. Jasa Produksi’ 10 % ( sepuluh persen )

Bagian laba untuk Pemerlntah Daerah’ sebagai- .
S omana dlmaksud ayat (l) huruf - a] pasal “ini.
;[dlanggarkan dalam ayat Penerlmaan Anggaran ;

. Pendapatan dan Belanja Daerah Lahun anggaranj
jberlkutnya.; ﬂ;f : : S

5) Dana Kesejahteraan oebagalmana dlmaksud ayat;_¢gﬁ”
3jﬁ(l) huruf d Pasal ini antara ]aln untuk “Dana . gt
,f*Pen81un’ Dlrek81 “dan Pegawal o untuk,?iﬁ;p,fﬁ“
: ;Perumahan Pegawai Soolal da

: 'Penggunaan Jasa PPOdUkSl sebaga mana. d1makaud*j151{3”;f
. layat (1) huruf e Pasal ini :ditetapkan oleh v 0
V",;Direksifadengan§ persetuauan Bupatl s Kepalaf:gﬂj; 

~ Daerah.: T it Sy P

: 'anggotaﬁ Dlreksl dan atau Pegawal PD BPR BKDQQ'T
i yang dengan sendaJa atau. karena kelalalannyagf [
¢ﬂmen1mbu1kan kerug1an bagl PO BpR BKD wa31bg42”

‘Jmenggantl keruglan dlmaksud.‘ S “

y';(2)jTata,cara penyelesalan gantl rugl sebagalmanaf* 1°‘)
o dimaksud  cayat i (1) Pasal’ini sesuai dengan
L_Quketentgan Peraturan Perundangan yang berlaku;

BAB XI1 ;;i;-;




U BAB XII
.KERJQKSQMA f

Pasal 3G

"fPD BPR BKD dapat mélakukan kerja Sama dengan Bank

Pembangunan Daerah (BPD) dan - atau .Lembaga
Keuangan / Perbankan serta Lembaga lainnya. ~dalam
usaha peningkatan - modal, manajemen, = profesi-
onalisme perbankan dan lain-lain. e e

BAB' XIII
ks p E M B IN an N
Pasal 39

(1) Bupatl Kepala Daerah melakukan Pemblnaan Umum
- terhadap PD.BPR BKD dalam rangka meningkatkan
~daya ‘guna dan hasil guna PD.BPR BKD sebagai
alat = kelengkapan Otonomi Daerah sehingga

" dapat - beropera31 secara sehat T mandiri dan
aflslen.;;; o BRI o

‘g(zj»Bank Indone51a melakukan Pemblnaan dan Pengaf"‘

'wasan terhadap PD BPR Bada Kredit Desa.
| BﬂB xxv
P E M B U B ﬂ R AN

Pasal 40'

 >(1)fPémbubarén ’ PD BPR BKD - dltetapkan . denéan

~ - Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat.
”T’Pengesahan dari PeJabat yang berwenang. -

‘(2)7Untuk‘ pelaksanaan pembubaran PD.BPR  BKD

v gsebagalmana dimaksud ayat (1) Pasal  ini,
dibentuk panltla pembubaran- oleh Bupati.
' rKepala Daerah.,“ ' ' ‘ C

‘~(3) ﬁpabi1a PD.BPR - BKD dlbubarkan, hutang dan

kewajiban keuangan dibavar dari “harta ke-
© kayaan PD.BPR BKD dan sisa . lebih/kurang
. ‘menjadi milik / tanggung Jawab Pemerintah
?-Daerah., AR ' : :

(4)’Pan1t1a ‘Pembubarah PD.BPR BKD  menyampaikan

‘pertanggungjawaban  Pembubaran PD.BPR  BKD
kepada Bupatl Kepala Daerah. ' L .

'  pasal a1

. (1) Bupati Kepala Daerah menyelesalkan‘ kekaryaan

Direksi- dan Pegawal atas pembubaran PD.BPR"
CBKD. = SR

(2) Pembubaran PD. BPR BKD dllaporkan oleh Bupat1

Kepala Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah,

dengan .



.dengan tembusan kepada Meneteri Dalam- Negeri
cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan
Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank
Indonesia setempat. ' e

BQB Xy

KEKENTUAN. PERALIHAN ;"
Pasal 42 -

Dengan berlakunya Peraturan Daerah . ini, maka

Keputusan Bupati Kepala Daerah - Nomor 581/161/
- Tahun 1985 tentang Pendirian Badan Kredit Desa
dinyatakan tidak berlaku lagi.. - - S ~

Pé$a1f43;

Semua kekayaan/asset’ termasuk hutang plutang
, Badan..:Kredit . Desa. Kabupaten.Daerah Tingkat II:
R R - ‘Karanganyaﬁ“ menJadlﬁ'kekayaan/asset PD.BPR BKD .
‘ B T EET R 'yang dltetapkan clalarn1 RPératuran. Daerah 1n1. -
L R S v Colnmnedowhett e

k]
!

1

s

P KETENTUAN LAIN LAIN

I ;‘ o N .

, Pasal P

RS s A A (‘1“' . Z . . - -

.‘Hal hal yang belum“dlatur dalam Peraturan " Daerah
“ini) akan dlatur kemudlan oleh Bupat1 erpala‘
Daerah sepanjang mengenal pelaksanaannya ' s

g

BAB  XVII
',, KETgNTuAN_pEﬁUTuP
| ?ésal‘ 45;
"Pekétukanv Déerah inl mulal berlaku pada taﬁggal
dlundangkan. : : o

“Agar  supava setiap orang dapat ‘mengetahui-

nya, memerintahkan pengundangan Peraturan. Daerah
~ini dengan penempatannya dalam Lembaran‘ Daerah
,Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar. o

Ditetapkan di. Karanganyar
pada tanggal 15 Ju11 1996

[T T BRI
s

DFEAN PERHAKILAH RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TIHGKAT II

o -



PKNJELASAN

ﬂ;KhRANGﬁNYAR

NOMOR 2 TAHUN 1996?

TENTANG |

o : ‘PERUSQHAQN oaennu o e
'BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT DESA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR
T PR s e e e e e

PENJELASQN UMUM

Badan - rodlt Desa Kabupaten Daerah Tlnqkat\ 11 Karangw;'

‘;fPERATURaN DAERGH KABUPATEN DAERQH'TINuKaT 11?"'"""

anyar “didirikan. atas dasar Keputusan Bupati Kepala - Daerah

Tingkat ~ II - Karanganyar Langgal 27 Maret 1985, Vf'Nomorj
..581/161/1985 ~yang telah diperbarui dendgan Keputusan Bupati
Kepala Daerah Langgal 30 Agustus 1990 . Nomor  581/747/19%0,

~sudah.. tidak seswuai- denganf perkembangan Perusahaan Daerah =~
S terutama Badan Kredit Desa dewasa ini, maka dlpandang perlu oo
Countuk menlngkatkan serta memantabkan status dan- ~pengelolaan . .o
‘Badan Kredit Desa menjadi Perus ahaan Daerah Bank Perkred1tanftwi“””’”

';,Rakyat Badan Kredit Desa.w-y

ﬁdapun f‘daaar pertlmbangannya,;;ddalah;

Uhdangéuhdéhglffff;;,ﬂi

e Nomor’ 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, antara lain = disebutkan =
“ bahwa' Lembaqdwlcmbaga ‘Keuangan Pedesaan seperti Bank’ Desa,

. Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pitih Nagar1 
SLPN) L, Lembaga‘ Perkreditan Desa (LPD), Badanj Kredit Desa,
~‘Badan - Kredib - Kecamatan (BKK), Kredit Usaha - Rakyat Kecil
(KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Pro-

o duksi ‘Desa . dan  atau Lembaga lembaga " lainnya ~dipersamakan

4,‘dengan itu, «elanautnya disebut Lembaga Dana ‘dan. Kredlt ,F’ede-~ :
. saan (LDKP) vang telah berdiri sebelum’ tanggal 25 Maret 1992

“.diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat dengan ‘meme-—_

~huhi persyaratan yang dltetapkan dalam Peraturan Pemerin-
iftah.Nomor 71 Tahun 1992. , SR S e

. ‘ Peratu: Pemer1ntah Nomor 71 Tahun 1992 'tahggal’ 30 .'
'goktoberﬂ 1992 tentang Bank Perkredltan Rakyat, ‘antara . lain
'ld1nyatakan bahwa LDKP yang ‘belum mendapatkan izin usaha seba-

gai Bank Perkreditan Rakyat waglb mengaaukan permohonan-'izin

“usaha sebagai Bank Perkreditan ‘Rakyat - selambat-lambatnya -

“o (11ma) tahun sejak berlakunya Perdturan Pemerintah tersebut. ’
Kemudian®  ‘dalam . . Keputusan L Menteri ~Keuangan - Nomor -

"v?21/KMK 017/1093 Langgal 26 Pebruarl 1993 antara lain dinyata-- S
. .kan bahwa permohonan untuk mendapatkan :izin usaha,oebagal BPR;,_Q-,,>
"”—dlaJukan Qelambat lambatnya tanggal 30 Oktober 1997.7, ' e

Selanaurnya sesual dengan Perafuran Menter1 Dalam Negerf{,,'

‘7N6mor 4 Tahun 1993 tanggal 24 Agustus 1993 Lentang Perusahaan

~Daerah  Bank: Perkredltan Rakyat dan Instruk51 ~Menteri Dalam[-"

 Noger1 Nomor 8 Tahun 1994 tanggal 24 Maret. 1994 tentang Pelak-
:"sanaanperaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun. 1993 ten—
“tang - Perusahaan.  Daerah Bank Perkreditan Rakyat antara_ lain

T menekankan bakwa - LKDP milik Pemerintah Daerah harus diubah

~bentuk hukumnya | menJadl Perusahaan Daerah Bank Perkred1tah~"""

: Rakyat,_— .[,
S Untuk memberlkan landasan hukum perubahan bentuk “hukum:
.darl Badan “Kredit Desa Kabupaten ‘Daerah Tingkat. 1T Karahgég
.anyar menJadJ Perusahaan Daerah Badan Kredlt Deoa Kabupaten-
f.Daerah Tingkat 11X Karanganyar perlu dlatur dan dltetapkan
dcngan Perafuran Daerah.‘ A e e
: I PENJELQQAN ..... e



| Ty

".}:iy PENJELASAN. PAsAL DEMI pasnL e

7MPasa1'1-é}}f'*‘"  Cuku, 5é1a$ ffft 

T ex

i Pasal 2 gA ;f N*5f:fCukup jelas;-ﬁt

 ‘Pa$a1'3 'CUKUE'JeiaS'j;[;‘,;‘f

Pasal 4].3‘Tﬂ"7*:7Wfff;'“  Cukub*je1aSjUf*

\ﬂfPésaif5'ayaL (1) :Cukup Jelas: L5f

iMendorong pengembangan .x‘Usahaﬁf,«

produktif 5 masyarakat , pedesaan SRR

. dengan memberlkan‘¥bantuan modal -
”usaha. e ; ~ BN

5{;pésal;s;ayat (2)

B zx

fCukup Jelasqv§‘ 

EY RS

szpééaia7 J,"' "Cukup 39135: 

Pasal 8 ayat (1) dan (2) Cukup Jelas

ses ualf dengan fungsl = tersebut L
Pasal 5 beserta pengelasannya maka =~

'vmodal ‘PD BPR BKD yang ‘merupakan -
kekayaan daerah yang dlplsahkan""
dapat diartikan’ Juga untuk. meneri-

. 'ma penyertaan: modal - darl desa~desa.
se wilayah: daerah yang ~komulatif-

S nya mencapal 5 2 darl modal dasar,~ :

Lo PDL 'BPR BKD. Dlsamplng itu lebih
"ldapat ‘memberikan keo@mpatanf ber— "
"kembang tumbuh terutama dari aspek A
-~ - kebutuhan modal maka dimungkinkan -

S untuk "menyertakan ? modal: "darl"
Gubernur - Kepala Derah = Tingkat _
“atas nama Pemerlntah Daerah Tlngw..
kat "I Jawa Tengah sejumlah = 35 %
Sehlngga komposisi modal’ PD. BPR
- BKD menjadi  modal daerah 50 %, :
Desa . secara komulatif 15 % dan ~
. Pemerintah Daerah . Tlngkat ST SRR .
'~}¥'se3um1ah 35 % SN RN Ry
v £ S o 110 T . : : ,

Cukup Jelas

L ”pasa1f8 ayat'(u)k'1ﬁ» A

SRFT)

Pasal 9 ayat (1)_

Sns

Pasal 9 ayat (2)? wii'?”’:'Penambahan Modal d1setor Sebagai+4
2o mana dimaksud Pasal 8 ayat  (2) i
i Peraturan Daerah ini sampai dengan - - | o
: ﬂ_terpenuhlnya Modal Dasar ditetap- - !
" Kan dengan surat Keputusan ‘Bupati .
" Kepala “Daerah yang “dianggarkan’
dalam - Anggaran: Pendapatan  dan
o Belanja Daerah setlap tahunnya. ,T

Pasal 10 E . 'Cukup Jelas

Pasal 11 huruf a. SRR ::,Memlllkl keahllan dlbldang per~;,, 5
S ~'-bankan, sekurang [} kurangnyak/
©. 71 (satu) tahun dalam opera31onal;;’
R perbahkan. Dalam Anggota Direksi
~lebih] 1  (satu) _—orang  Direksi
S S ”'kv;telah’.,,;_;

— s o




fpééal
”lflpasal
 pasal

'9t ﬁasaL
':ﬁfPasal
 pasal

" Paséi

pasal
xpaséi

" Pasal

pasal

,:ﬁaéal
f Pasa1
-j; asal

‘fPasal

w :tPasaI_

;,Pasal

V §fPasa1

"Pasal

"«f Pasa1

 Pasal

' pasal

Pasal

116,
17

25 -

.27‘}$1H f f5;”'

‘30$

11 huruf b s/d F

127

13

14

s

19

20 .
21

22;7 

23

24

28 L

29

s

2

33

34

“36 ayat (1)

!
“ [N
St
[}
{

_ telah berbengalamaﬁ'i'dperasldnal'

[ R T

*ﬁfcukup Jelasﬁfff::

_Cukup Jeldsﬂﬁffff

:Cukup;qelas,ffwﬁ?g

- Cukup jelas

:Cukub Jelas"5 )

'Cuku?fjelas'

KCuKup Jelas’ w

. perbankan, selanjutnya bagi'anggo-

. ta Anggota Direksi yang belum ber- o

i pengalaman dlbldang perbankan

. tersebutwajib menglkutl pendldlkanr*

.. dan !latihan ‘dibidang  perbankan . .
~dari‘Instansi Pembina atau Lembaga =

' yang|berwenang, dalam tahun perta~';u-?

ma menJabaL D1rek31 R i

gCukubjjelas”V

icukup.jelas.f.j e

i cukup!jelas -

cun Jeine

Cukup jelas
“Cukup Jelas
'Cukﬁ§ jé1és

Cukup 5elés ;*“

T A h
Cukup jelas . ...

Cukup jelas’ = -

Cukub Jelas

1". :

CUkuﬁfjélas faf’”

:Cuku? 33135},,i ¢4

kCukup Jeldojf ""‘

vBaglan”- laba untuk Pemerlntah
Daerah 40 % terkandung pengertlan

P

*55 sebagal caaal



s RO

b s/d e
f;Pasal 37

‘f”Pasal 38A

'fﬁ;;éasal'séfayat’(l):‘"

"Pasal 36 ayat (l) huruf

- sebagai
'penyertaan

n\f

¥xoc

[T

PO o

o melakukan Kerja - sama’ denqan lemba~;{;r"-
“ga Kpuanhgan/Perbankan serta lemba- =
ga-lainnyadalam usaha peningkatan: .

Somodads, profesiocanlisme -

“dan lain-lain.

R T I

‘Tingkat I
ftereallslr,,
;tersebut dlatas merupakan
Coyang o ‘
secara profesional sesual realisa-
ERREEE-3 | penyetoran modal dlsetor kepada»/V
“v’PD BPR BKD o : sl

deviden, :dimana-
modal PD BPR BKD
dari’ Desa dan Pemerlntah
Jawa Tengah

maka baglan

~Propinsi

pelaksanaan = pembagiannya

vCukup Jelas f ,7 3~ f ;}'ff;ﬁ =

'i s !

ZCukup Jelas

BPR Badan Kredlt Desa dépaﬁi

~manajemen,
Dqlam usaha pening-

katan ~ - manajemen . - - dan:

g : Pengawas/ﬁnggota Dewan
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